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DENPASAR- Operasi Tangkap
Tangan (OTT) terhadap duape-
jabatdi lingkungan Pemkab Gi-
anyar oleh satuan Ditreskrim-
sus Polda Bali terus menuai
sorotan. Ini karena dugaan
keterlibatan sejumlah pejabat.

Kasus yang menyeret Kabid
Perizinan Dinas Perizinan Pena-

naman Modal dan Pelavanan
Satu Pintu (DPPMPSP) ci*ty-,
I Nyoman Sukarj45Q dan Kepala
Dinas (Kadis) DPPMPSP Gi-
anyar, I Ketut Mudana, 48, ini
disambut respons lanjutan.
Sejumlah perwakilan elemen
masyarakat yang tergabung da-
lam perwakilap Garda Tipikor

Indonesia (GTI) Gianyar, Senin
kemarin (zf /0) mendatangiKe-
jaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kedatangan tiga perwakilan
GTI ini selain meminta penyidik
Kejati Bali mengembangkan
aliran dana dalam OTT yang
dilakukan Ditreskrimsus Polda
Bali terhadap dua pejabat teras

Pemkab Gianyar. Mereka juga
diminta melakukan penyeli-
dikan. Yakni terkait aliran dana
ke sejumlah pejabat.
Ini seperti ditegaskan Pande

Nyoman Rata dan Ida Bagus Gaga
Ardana, selaku perwakilan dan
juga koordinator GTI Gianyar a
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izin hotel kelas melati mulai
Rp 200 juta sampai Rp 250 juta.
"Sedangkan untuk pungli ijin
hotel bintang bisa mencapai
kisaran Rp 2 miliar sampai Rp
4 miliari'ungkapnya.

Uang hasil pungli tersebut,
lanjut Pande diduga mengalir
ke beberapa pejabat di Gianyar.
Pande Nyoman Rata meminta
penyidik Kejati Bali mengung-
kap aliran dana pungli ini dalam
persidangan. Selain itu, penyidik
juga diminta menelusuri dugaan
mo ney laundry atau "cuci uang"
dalam pungli ini yang diduga di-
gunakan unruk membeli bebera-
pa a.set Seperti tanah dan rurnalr
"laporan ini juga ditembuskan
sampai Presiden RI, KPK, Keja-
gung, Mabes Polri dan instansi
terkait lainnya," bebemya.

Sementara itu, Kasi Penkum

dan Humas Kejati Bali, Edwin
Beslar didampingi Kasi Penun-
tutan, Wayan Suardi membe-
narkan telah menerima laporan
dari GTI Gianyar. Namun dia
terkesan enggan menanggapi.
"Kasusnya sekarang sudah P-21
(berkas sudah lengkap). Tinggal
menunggu pelimpahan dan
sidang di Pengadilan Tipikor
Denpasal," ujarnya.

OTT yang dilakukan Satgas
Courter Transnational and Or-
ganized Crime (CTOC), Subdit
III Tipikor Ditreskrimsus Polda
Bali ini sendiri, kata Edwin ber-
dasarkan laporan dugaan pungli
terkait pengurusan Thnda Daftar
Usaha Panwisata (TDUP) Nomor
sffi/m5/DPMPTSP lPW /mn,
milik I Putu Suasta yang diajukan
oleh Deara l$oman Oka Trisandi,
ke Kantor Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gianyar,
Senin lalu (1216).

Setelah mendapat laporan
tersebut, Tim Satgas CTOC
dibawah komando Wadir Re-
skrimsus , AKBP Ruddi Seti-
awan langsung melakukan
penyelidikan. Saat dilakukan
serah-terima pungli, petugas
langsung melakukan OTT di
ruang Kabid Perizinan B itu, I
Nyoman Sukarja, Kantor Di-
nas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Atap
Pemkab Gianyar. Tim mdne-
mukan beberapa barang bukti
di antaranya uang tunai Rp 14
450.000. Hasil pengembangan,
f enyidik menetapkan Kadis
DPPMPSP Gianyar, Mudana
sebagai orang di balik pungli
tersebut. (pra/plt)
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Sambungan dari hal 25

Di kesempatan jni dijelaskan
bahwa dalam kasus yang saat ini
tinggd menunggu pelimpahan
ke Kejati Bali itu, sebenarnya
sudah dilakukan keduaqra sejak
M1$ana menjabat sebagai Kadis
DPPMPSP Gianyar sekitar satu
tahun lalu. 'Soal besaran pungli
beragami tandasnya.

Dicontohkan Pande, seperti
pada pengurusan IMB (Izin
Mendirikan Bangunan) rumah
tinggal dikenakan pungli berki-
sar Rp 15 juta hingga Rp 25 juta.
Untuk izin pondokwisata dike-
nakan pungli mulai Rp 50 juta
hingga Rp 75 juta.
Untuk izin vila dikenakan

pungli mulai Rp 100 juta hingga
Rp 150 juta dan pungli untuk
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Rumjab Bupati dan
Wakil Terus Dikebur

I MANGUPURA, NusaBali
Proyek pembangunan ru-

mah jabatan br"rpati dan vvakil
birpati Badung, yang dikejakan
P1'Bianglala Bali dengan pen.
gawas PT Kencana Adh-i Kai-ma,
progresnya sudah mencapai
25,53 1 persen. Ditarget proyek
ini rampung akhir. 2017.

. ."Perkembangan proyek sLr-
clah mencapai ZS,S3l perserr,
semoga berjalan lancar," uiar
Kepala Dinas Fekeriaan Umunt
dan Penataan Ruang (pUpRJ
Badung Ida Bagus Surya Suarnbi
didampingi Kabid Cipta Karya I
Gusti Arinda, Senin [21l8). 

-

Berdasarkan pantaunn su-
i dah tampak clua bangunan

berdiri di lokasi yang tak jauh
dari Kantor Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Badung di areaipus-
pem Nlangupraja Mandala di
Sempidi, Kecamatan Mengwi.

Menurut Surya Suamba,
proyek bakal dikeriakan se-
lama 2L0 hari dari tanggal
kontrak yang clikerjal<an. Men-
r.r rutnya, pem bangun.tn rumj ab
bupati dan wal<il bupati rneng-
gunakan konsep Tri Mandali.
[)arla utanraning mandala ada-
lah ternpat persembahyangan
Delupa paclma dan piyasan.
Kemudian madyaning mindala
adalah pusat rimah dinas, ter-
dapat rr.rang pendopo, ruang
peltenuan. dan kamar tidur
utama. Untuk ruang perte-

PEMBANGUNAN rumah jabatan bupati dan wakit 0"0",, o, .iJYtfrtit'# ;:ff[:
di Sempidi, Kecar.rrata. Mengwi, terus clikebut. foto d;amb;t, Senin (21lg).

muan ada yang besar dengan
t<apasitas.100 orang, ada vang
menengah, clan private. Se-
darlgkan lumjab r,vakil bLrpatr
hanya satu ruang perteutuan.
5ementara pada nistaning
ntandala, ada garasi dan ru-
ang tidur atau nlang istirahat
untuk ajudan, sopir; dan penr-
Dantu.

"fadi konsepnya clirancang
secara tradisional Bali. UntuI
Iuas bangunan rumah jab;ltan
bupati seluas 1.339 mecer.
persegi dan rurnah iabatan
wakil bupati, 1.303 nleter
persegi," tutrlr Surya Suarnba.

. Terkait anggaran, sesuai
99.LC9n nomor kontrak to57
KNT.DPU PR.TB / 20 1.7 rer.ra ns-
gal kontrak 29 Mei 201,7 din
tanggal SPMK 30 Mei 20L7,
senilai Rp 23 nriliar lebih.
'Anggarah Rp 23 nriliar ini
khusus unfuk bangunan r.unrah
labatan, nanti untuk geciung
pel!9muln anggarannya be,-la
lagl, tandasnya.

LIntuk diketahui, saat ini
bupati dan wakil bLrpati rnasih
menempati rumjab Iama yang
terletak di jalan Praja, Daiun{
Kuta Utara. Rurniab ini sebe--
lumnya juga ditbmpati oleh
Bupati Badung AA Gde Agung.
Secara lisik rumiab larna masil
layak, tetapi lokasinya kurang
strategis unfuk kediaman kepala
daerah, karena cukup iauh dari
Puspem Badung. :r+ asa
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Fr Rp 62 miliar yang diajukan
Bawaslu Bali, sudah selesai.
"Dana pengawasan pilgub Bali
2018 _seluruhnya mencapai Rp
62 miliar," tegas putu Astawa.'

MenurutAstawa, skema Den-
ganggaran dana pengawasan
Pilgub Bali 2018 diTakukan
dalam tiga tahap. pertama, di-
anggarkan di APBD Induk 2017
sebesar Rp 10 miliar. Kedua, di-
anggarkan di APBD perubahan
201 7 sebesar Rp 17 miliar. Keti-
ga, dianggarkan di APBD lnduk
2018 sebesar Rp 35 miliar.

"jadi, anggaran Rp 17 miliar
yang sebelumnya sempat tidak
terpasang di APBD Perubahan
20 I 7, sudah kita pasang setelah
nrendapatkan persetujuan dat-i
DPRD Bali," beber birokrat asal
Desa Peliatan, Kecamatan'l.lbud.
Gianyar ini.

Astawa menyebutkan,
verifikasi RAPBD Perubahan
20L7 oleh Kemendagri saat ini
sedang berjalan. Setidaknya,
perlu waktu dua pekan bagi
Kemendagri untuk verifikasi.
Setelah verilikasi, selanjutnya
akan ditetapkan menjadi Perda
APBD Perubahan 2017.

Dikonf irmasi NusaBali secara
terpisah, Senin kemarin, Sekda
Provinsi Bali Tjokorda Ngurah

Pemayun juga mengatakan dana
pengawasan Pilgub Bali 201g
sudah tidak adf masalah lagi.
Kalau pun sebelumnya sempar
ada pembahasan al-ot, rnenu-
rut Tjok Pemayun, itu adalah
proses.

"Setelah dilakukan penyisi r-
an dan pembahasan, yr rli"m"
awal yang diaiukan 

-Bawaslu

Bali terpenuhi. Sekarang proses
verilikasi di Kenrendagri," ujar
Tjok Pemayun yang ju[a Kefua
I lm Anggaran Pemerintahan
Daerah Provinsi Bali.

Tjok Pemayun meltgatakan,
begitu nanti selesai verilikasi,
Raperda APBD Perubahan Z017
akan ditetapkan dalam lemba-
ran daerah dengan terlebih dulu
clitandatangani Sekda provinsi
Bali. "Nanti ditandatangan Sekda
Provinsi Bali untuk ditetaokan
dalam lembaran daerah, maka
APBD Perubahan 201.7 sudah
sah berlaku," tandas birokrat
asal Puri Madangan, Desa Petal<,
Kecamatan Gianyar yang juga
marltan Karo Tata Pemerintahan
Setda Provinsi Bali dan Kepala
Bappeda Provinsi Bali ini.

Bawaslu Bali sendiri sebe-
lumnya menyodorkan skema
anggaran pengawasan Pilgub
Bali 2018 dengan 3 kali pen-
cairan, masing-maisng di APBD
Induk 2017 senilai Rp 1 0 miliar,

APBD Perubahan 2017 senilai
Rp 17,31 miliar, dan ApBD
Induk 2018 senilai Rp 35,57
miliar. Total anggar'an yang
ota,uKan Bawaslu saat dipang-
gil.Sekda Tjok pemayun yang
didampingi Kepala Bidan KesI
banglimaspol Provinsi Bali, pufu
Jaya Suartama, 20 Juni 2016 lalu,
adalah Rp 62,89 miliar. ,,Saat

itu sudah linal dan disepakati
dan kami diminta membuat
Nota Perjanjian Hibah Daerah
[NPHD)," beber Rudia.

Namun, dalam surat No-
mor 9 I 0/4084/EKS/Bappeda-
Litbang, Sekda Provinsi Bali
serulu anggaran pengawasan
Pilgub 2018 senilai Rp 62 miliar
dengan skema dua taliap pencar-
ran, yakni di APBD Induk 20 17
senilai Rp 10 miliar dan ApBD
Induk 2018 senilai fl.p.52 miliar.
Hal ini membuat kelabakan
Bawaslu Bali.

. Karena perioalan dana pen-
gawasan Pilgub 2018 untuk Ba-
waslu Baliyang tidak selesai ini,
sampai-santpai DPRD Bali dan
Tim Anggaran Daerah Provinsi
Bali beberapa kali melakukan
rapat koordinasi lagi. Sampai
akhirnya dicapai kesepakaian
dana pengawasan Pilgub Bali
201.8 kembali ke awal, yakni
nrelalui tiga tahap pencaiian.

Sementara itu, Ketua Pansus

APBD Perubahan 2017 DpRD
Bali, Ketut Kariyasa Adnyana,
berharap bereinya maialah
dana ini harus dibarengi den-
gan pelaksanaan pengawasan
pe.s!1 _gong demokrasi pilgub
Bali 2018 yang maksimal dleh
Bawaslu Bali. Kariyasa Adnyana
menyatakan veri{ikasi di Ke-
mendagri untuk ApBD peru-
bahan 201.7, tidak akan ada
masalah.

"Kita pastikan akan berialan
lancar. Termasuk dana penga-
wasan dan dana Pilgub 20l B un-
tuk KPU Bali. Ini harus dibarengi
dengan kinerja yang maksintfl
oleh Bawaslu dan KPU Bali," uiar
Kariyasa Adnyana secara terpisah
di Denpasar, Senin kemarin.

Polirisi pDIp asal Desa/Keca-
matan Busungbiu, Buleleng ini
mengatakan d9!g44 d4n4 rarhua,rl
miliar untuk pesta gong demokra-
si Pilgub Bali 2018, diharapkan
melahirkan pemimpin yang pun-
ya,kualitas bagus. "Sehingga uang
rakyatyang digunakan menjaring
dan melahirkan pemimpitr dalam
Pilgub Bali, tidak sia-sia. Kita ha-
rapkan proses penyelengaraan
yang jurdil dan demokrasi yang
berkualitas. Disini peran KPU Bali
dan Bawaslu Bali,"-tegas Kariyasa
yang sudah tiga kali periode
dudukdi Fraksi PDIP DPRD Bali
Dapil Buleleng. .6 nat

Diloloskan, Dana pengawasan
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Diloloskan, Dana \
Pengawasan Pilgub
SenilaiRp 62Miliar

DENPASAR NusaBali
Sempat terjadi pembahasan

alot gara-gara eksekutif tidak
bisa mengdnggarkannya di
APBD Perubahan 2017, dana
pengawasan Pilgub Bali 2018
akhirnya beres. Dana penga-
wasan bagi Bawaslu Bali tetap
digolkan sebesar Rp 62 miliar,
setelah rgasuk dalam Rancan-
gan AP B D Perubahan 20 17 y ang
dikirimkan ke Mendagri untuk
proses verifikasi.

Halini diakui langsung Ke-
pala Bappeda dan Litbang 

"Provinsi Bali, I Putu Asta- cfl
w4 di Denpasar, Senin
(21/8). Putu Astawa
mengatakan, dana pen-

Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Bali, I Putu Astawa.

mengatakan, dana pen-
gawasan Pilgub Bali 2018 sebe-

Bernnhung ke Hal-l5 Kolon I
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